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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa 

Tengah. Variabel inde penden pada penelitian ini adalah keadilan distributif, 

keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen 

organisasi, budaya organisasi, dan asimetri informasi. Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah kecurangan (fraud).  

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja 

pada dinas provinsi jawa tengah. Dari 105 kuesioner yang disebarkan kepada 

responden hanya 101 kuesioner yang dapat dianalisis untuk pengujian hipotesis. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda menggunakan IBM SPSS 26. 

 Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa keadilan distributif, keadilan 

prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah, sementara 

sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa Tengah, dan asimetri informasi 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan (fraud) Pegawai Dinas Provinsi Jawa 

Tengah. 

Kata kunci : keadilan distributif,keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, 

penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, 

asimetri informasi, dan kecurangan..
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine and analyze the factors that influence the 

occurrence of fraud Employees of the Central Java Province Office. The 

independent variables in this study are distributive justice, procedural justice, 

internal control systems, enforcement of regulations, organizational commitment, 

organizational culture, and information asymmetry. The dependent variable in this 

study is fraud. 

Respondents in this study were civil servants working in the Central Java 

Provincial Office. Of the 105 questionnaires distributed to respondents only 101 

questionnaires can be analyzed for hypothesis testing. The analysis technique used 

in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 26. 

The results of this study prove that distributive justice, procedural justice, 

enforcement of regulations, and organizational culture do not affect the fraud of 

Central Java Provincial Employees, while the internal control system and 

organizational commitment positively affect the fraud of Central Java Provincial 

Employees , and information asymmetry has a negative effect on fraud of the 

Employees of the Central Java Provincial Office. 

Keywords: distributive justice, procedural justice, internal control systems, 

enforcement of regulations, organizational commitment, 

organizational culture, information asymmetry, and fraud. 

Pendahuluan 

Indonesia Curruption Watch 

(ICW) mengungkapkan bahwa angka 

penindakan korupsi pada semester I 

tahun 2018 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan periode yang 

sama pada 2017. Pada semester I ini 

penegak hukum telah melakukan 

penindakan sebanyak 139 kasus 

dengan 351 orang telah ditetapkan 

sebagai tersangka. Dimana pada 

tahun 2017 dengan semester yang 

sama penindakan kasus korupsi oleh 

penegak hukum sebanyak 266 kasus 

dengan 587 orang ditetapkan sebagai 

tersangka. Adapun kerugian yang 

ditanggung oleh negara akibat kasus 

korupsi pada semester I tahun 2018 

sejumlahr Rp 1,09 triliun dan nilai 

suap sejumlah Rp 42,1 miliar. 

Berdasarkan pemilahan yang telah 

dilakukan oleh ICW modus yang 

dilakukan adalah penyalahgunaan 

korupsi, mark up, tindakan suap, 

pungutan liar, penggelapan, laporan 

fiktif, dan penyalahgunaan wewenang 

(Kompas, 2018). 

Pada ㅤsektor ㅤpublik ㅤlaporan 

ㅤkeuangan  merupakan ㅤalat 

ㅤkomunikasi ㅤdengan ㅤmasyarakat 

ㅤmengenai ㅤkinerja ㅤdari ㅤentitas ㅤpublik 

sebagai ㅤwujud ㅤtanggung ㅤjawab ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤtransparan ㅤkepada 

ㅤpublik ㅤ. ㅤOleh ㅤkarenanya ㅤlaporan 

ㅤkeuangan ㅤharus ㅤdisusun ㅤoleh 
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ㅤpegawai ㅤyang ㅤkompeten ㅤdi ㅤbidang 

ㅤakuntansi ㅤkeuangan ㅤdaerah ㅤdan 

ㅤsistem ㅤakuntansi ㅤserta ㅤberperilaku 

ㅤjujur ㅤagar ㅤterhindar ㅤdari ㅤtindakan 

ㅤsalah ㅤpencatatan ㅤatau ㅤkecurangan 

ㅤakuntansi. ㅤPemerintah ㅤsebagai ㅤpihak 

ㅤyang ㅤdiberikan ㅤkepercayaan ㅤdari 

ㅤmasyarakat ㅤuntuk ㅤmelakukan 

ㅤkewajibannya ㅤsecara ㅤefektif ㅤdan 

efisien.ㅤFraud ㅤdalam ㅤinstansi 

ㅤpemerintah ㅤdisebabkan ㅤkarena 

ㅤorganisasi ㅤtersebut ㅤmemiliki 

ㅤstruktur ㅤyang ㅤcukup ㅤkompleks, 

ㅤsistem ㅤbirokrasi ㅤyang ㅤberbelit-belit, 

ㅤintegritas ㅤlingkungan ㅤkerja ㅤyang 

ㅤrendah, ㅤkontrol ㅤyang ㅤtidak ㅤefektif, 

ㅤserta ㅤadanya ㅤtekanan ㅤyang ㅤtinggi. 

Dalam ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤDidi ㅤdan ㅤKusuma 

ㅤ(2018) ㅤmenghasilkan ㅤbahwa 

ㅤpengendalian ㅤinternal ㅤdan 

ㅤpenegakan ㅤperaturan ㅤberpengaruh 

ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤfraud, ㅤsedangkan 

ㅤkeadilan ㅤdistributif, ㅤkeadilan 

ㅤprosedural, ㅤkomitmen ㅤorganisasi, 

ㅤdan ㅤbudaya ㅤorganisasi ㅤtidak 

memiliki ㅤpengaruh ㅤterhadapㅤfraud. 

ㅤPenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 

ㅤPristiyanti ㅤ(2012) ㅤmenghasilkan 

ㅤbahwa ㅤkeadilan ㅤdistributif ㅤdan 

ㅤkeadilan ㅤprosedural ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤfraud ㅤdi 

ㅤsektor ㅤpemerintahan, ㅤsementara 

ㅤsistem ㅤpengendalian ㅤinternal, 

ㅤkepatuhan ㅤpengendalian ㅤinternal, 

ㅤbudaya ㅤorganisasi, ㅤdan ㅤkomitmen 

ㅤorganisasi ㅤberpengaruh ㅤnegatif 

ㅤterhadap ㅤfraud ㅤdi ㅤsektor 

ㅤpemerintahan. 

Sementaraㅤpada penelitian 

Najahningrum ㅤ(2013) ㅤdi ㅤDinas 

ㅤProvinsi ㅤDIY ㅤmenyatakan ㅤbahwa 

ㅤpenegakan ㅤperaturan, ㅤkeefektifan 

ㅤpengendalian ㅤinternal, ㅤkeadilan 

ㅤdistributif, ㅤkeadilan ㅤprosedural, ㅤdan 

ㅤkomitmen ㅤorganisasi ㅤberpengaruh 

ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤdi 

ㅤsektor ㅤpemerintahan, ㅤsedangkan 

ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤberpengaruh 

ㅤpositif ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤdi 

ㅤsektor ㅤpemerintahan, ㅤdan ㅤbudaya 

ㅤetis ㅤorganisasi ㅤtidak ㅤberpengaruh 

ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤdi ㅤsektor 

ㅤpemerintahan. 

ㅤPenelitian ㅤini ㅤmerupakan 

ㅤmodifikasi ㅤdari ㅤpenelitian ㅤDidi ㅤdan 

ㅤKusuma ㅤ(2018). ㅤPenelitian ㅤini 

ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenelitian-penelitian 

ㅤdiatas ㅤdengan ㅤdengan ㅤmenguji 

ㅤfaktor-faktor ㅤyang ㅤmempengaruhi 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤdengan 

ㅤmenambahkan ㅤvariabel ㅤindependen 

ㅤyaitu ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤkarena 

ㅤdidalam ㅤpemerintahan ㅤsaat 

ㅤpenyusunan ㅤanggaran ㅤoleh 

ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤagen ㅤakan 

ㅤmenyajikan ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤyang 

ㅤbermanfaat ㅤbagi ㅤprinsipal ㅤdemi 

ㅤuntuk ㅤmemperoleh ㅤkompensasi 

ㅤyang ㅤtinggi, ㅤmempertahankan 

ㅤjabatan, ㅤserta ㅤtujuan ㅤlainnya. ㅤ 

Obyek ㅤdari ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤadalah ㅤDinas ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah. 

ㅤAlasan ㅤdilakukannya ㅤpenelitian ㅤdi 

ㅤJawa ㅤTengah ㅤkarena ㅤProvinsi ㅤJawa 

ㅤTengah ㅤmenduduki ㅤperingkat 

ㅤkeempat ㅤprovinsi ㅤpaling ㅤbanyak  

ㅤkepala ㅤdaerahnya ㅤyang ㅤterjerat 
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ㅤkorupsi. ㅤSelain ㅤitu, ㅤbelum ㅤadanya 

ㅤpenelitian ㅤmengenai ㅤkcenderungan 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤdi ㅤDinas 

ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah ㅤsehingga 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤdapat ㅤdibandingkan 

ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤsebelumnya 

ㅤdengan ㅤobyek ㅤyang ㅤberbeda. 

ㅤBerdasarkan ㅤlatar ㅤbelakang ㅤmasalah 

ㅤdiatas, ㅤmaka ㅤpeneliti ㅤtertarik ㅤuntuk 

ㅤmelakukan ㅤpenelitian ㅤguna 

ㅤmengetahui ㅤlebih ㅤdalam ㅤtentang 

ㅤfaktor-faktor ㅤyang ㅤmempengaruhi 

ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤ(fraud), ㅤmaka 

ㅤpeneliti ㅤbermaksud ㅤmelakukan  

ㅤpenelitian ㅤdengan ㅤjudul ㅤ“Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi 

Terjadinya Kecurangan (Fraud) 

Pegawai Dinas Provinsi Jawa 

Tengah” 

Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency 

Theory) 

Pada tahun 1976 Jensen dan 

Meckling memperkenalkan teori 

keagenan (agency theory). Teori 

keagenan bermaksud untuk 

memcahkan masalah yang terjadi 

dalam hubungan keagenan. Prinsipal 

memberikan wewenang kepada agen 

agar agen bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal pendelegasian 

ini akan menimbulkan masalah 

keagenan (agency problem) hal ini 

dimulai dengan adanya 

ketidakseimbangan informasi atau 

asimetri informasi (asymetric 

information) yang akan 

memunculkan konflik. 

Wilopo ㅤ(2006) ㅤmenggunakan 

ㅤteori ㅤkeagenan ㅤuntuk ㅤmenjelaskan 

ㅤkecurangan ㅤakuntansi ㅤkarena 

ㅤapabila ㅤagen ㅤdan ㅤprinsipal ㅤberupaya 

ㅤmemaksimalkan ㅤutilitasnya ㅤmasing-

masing, ㅤserta ㅤmemiliki ㅤkeinginan 

ㅤdan ㅤmotivasi ㅤyang ㅤberbeda-beda 

ㅤmaka ㅤagen ㅤ(eksekutif) ㅤtidak ㅤselalu 

ㅤbertindak ㅤsesuai ㅤkeinginan ㅤprinsipal 

ㅤ(legislatif) ㅤatau ㅤsebaliknya. 

ㅤKepentingan ㅤterhadap ㅤinformasi 

ㅤyang ㅤada ㅤdalam ㅤlaporan ㅤkeuangan 

ㅤyang ㅤmerupakan ㅤukuran ㅤkinerja 

ㅤagen ㅤ(eksekutif) ㅤmenyebabkan 

ㅤpengelolaan ㅤanggaran ㅤrawan ㅤterjadi 

ㅤkecurangan. 

2. Fraud ㅤTriangle ㅤTheory 

Dalam ㅤTuanakotta ㅤ(2014) 

ㅤFraud ㅤtriangle ㅤtheory ㅤmerupakan 

ㅤsuatu ㅤmodel ㅤyang ㅤmenjelaskan 

ㅤtentang ㅤfaktor ㅤyang ㅤmenyebabkan 

ㅤindividu ㅤmelakukan ㅤsuatu ㅤtindakan 

ㅤkecurangan. 

a. Tekanan ㅤ(Pressure) 

Tekanan ㅤmerupakan ㅤsuatu 

ㅤkeinginan ㅤyang ㅤmuncul ㅤdalam ㅤdiri 

ㅤseseorang ㅤuntuk ㅤmelakukan 

ㅤtindakan ㅤkecurangan. ㅤTekanan ㅤini 

ㅤmencakup ㅤsemua ㅤhal ㅤbaik ㅤgaya 

ㅤhidup, ㅤtuntutan ㅤekonomi. ㅤTindakan 

ㅤkecurangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤseperti 

ㅤmengubah ㅤnominal ㅤdalam ㅤlaporan 

ㅤkeuangan ㅤatau ㅤkorupsi. 

b. Kesempatan ㅤ(Opportunity) 

Kesempatan ㅤmerupakan ㅤsituasi 

ㅤdimana ㅤmunculnya ㅤsuatu 

ㅤkesempatan ㅤbagi ㅤseorang ㅤpegawai 

ㅤyang ㅤmemungkinkan ㅤdirinya 

ㅤmelakukan ㅤsuatu ㅤkecurangan. 
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ㅤCressy ㅤ(1953) ㅤdalam ㅤ(Tuanakotta, 

2014) ㅤmendefiniskan ㅤkesempatan 

ㅤatau ㅤopportunity ㅤsebagai ㅤsuatu 

ㅤpeluang ㅤguna ㅤmelakukan ㅤfraud 

ㅤseperti ㅤyang ㅤdifikirkan ㅤoleh ㅤpelaku 

ㅤkecurangan. 

c. Rasionalisasi ㅤ(Rationalization) 

Rasionalisasi ㅤmerupakan ㅤsuatu 

ㅤhal ㅤyang ㅤsulit ㅤdiukur ㅤdalam ㅤfraud 

ㅤtriangle ㅤtheory. ㅤRasionalisasi 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤindividu ㅤdengan 

ㅤberbagai ㅤalasan ㅤnamun ㅤterdapat 

ㅤpembenaran ㅤdidalamnya. 

ㅤRasionalisasi ㅤmenjadi ㅤbagian ㅤyang 

ㅤpenting ㅤdalam ㅤterjadinya 

ㅤkecurangan ㅤdima ㅤindividu ㅤmencari 

ㅤpembenaran ㅤatas ㅤperbuatan ㅤyang 

ㅤtelah ㅤdilakukan. ㅤ“Rasionalisasi 

ㅤadalah ㅤsuatu ㅤkarakter ㅤyang 

ㅤmembenarkan ㅤtindakan ㅤmanajemen 

ㅤatau ㅤpegawai ㅤmelakukan ㅤhal ㅤyang 

ㅤtidak ㅤjujur, ㅤatau ㅤmereka ㅤberada 

ㅤdalam ㅤlingkungan ㅤyang ㅤcukup 

ㅤmenekan ㅤyang ㅤmembuat ㅤmereka 

ㅤmembenarkan ㅤkecurangan.” ㅤ 

 

Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Keadilan Distributif 

Terhadap Kecurangan (Fraud).  

Keadilan distributif 

berhubungan dengan kegiatan dalam 

distribusi barang yang akan 

memberikan pengaruh terhadap 

kesejahteraan individu. Menurut 

Moorhead dan Grifin (2013) 

keadilan distributif adalah persepsi 

orang-orang terhadap keadilan 

mengenai bagaimana suatu 

penghargaan dan hasil yang bernilai 

lainnya didistribusikan dalam sebuah 

organisasi. Jika seorang individu 

mempersespikan dirinya bahwa tidak 

mendapat keadilan atas kompensasi 

atau gaji yang harus diterima maka 

hal ini akan memunculkan motivasi 

untuk berbuat kecurangan. Hal dapat 

terjadi karena adanya tekanan yang 

muncul dari dalam individu tersebut 

berhubungan dengan ketidakadilan 

yang mendorong untuk melakukan 

perbuatan kecurangan.  

Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh 

Najahningrum (2013) yang 

menunjukkan bahwa keadilan 

distributif berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan (fraud). 

Sehingga jika kompensasi diberikan 

sesuai dengan kinerja dari pegawai 

maka akan dapat menekan terjadinya 

kecurangan yang dilakukan oleh 

pegawai. 

H1 : Keadilan distributif 

berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan (fraud).  

2. Pengaruh Keadilan Prosedural 

Terhadap Kecurangan (Fraud). 

Menurut ㅤMoorhead ㅤdan 

ㅤGrifin ㅤ(2013) ㅤkeadilan ㅤprosedural 

ㅤadalah ㅤpersepsi ㅤindividu ㅤmengenai 

ㅤkeadilan ㅤuntuk ㅤmenentukan 

ㅤberbagai ㅤhasil. Apabila ㅤprosedur 

ㅤdijalankan ㅤdengan ㅤbaik ㅤmaka ㅤakan 

ㅤmenciptakan ㅤsuatu ㅤkeadilan ㅤdan 

ㅤtidak ㅤakan ㅤada ㅤpihak ㅤyang ㅤmerasa 

ㅤdirugikan ㅤsehingga ㅤakan 

ㅤmengurangi ㅤtindakan ㅤkecurangan 

ㅤ(fraud). ㅤKetika ㅤseseorang 
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ㅤmempersepsikan ㅤbahwa ㅤprosedur 

ㅤpemberian ㅤgaji ㅤatau ㅤkompensasi 

ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤtidak ㅤadil ㅤmaka 

ㅤakan ㅤmemunculkan ㅤtekanan ㅤdalam 

ㅤdiri ㅤorang ㅤtersebut. ㅤSecara ㅤperasaan 

ㅤakan ㅤmenimbulkan ㅤketidakpuasan 

ㅤpegawai ㅤsehingga ㅤakan 

ㅤmenyebabkan ㅤpegawai ㅤmelakukan 

ㅤberbagai ㅤhal ㅤtermasuk ㅤmelakukan 

ㅤkecurangan. ㅤ 

Hasil penelitian yang 

dilakukan Najahningrum (2013), 

Adinda dan Ikhsan (2015) 

menunjukkan bahwa keadilan 

prosedural berpengaruh negatif 

terhadap fraud.  

H2 : Keadilan prosedural 

berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan (fraud). 

3. Pengaruh Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Kecurangan 

(Fraud). 

Sistem ㅤpengendalian ㅤinternal 

ㅤmenurut ㅤPemerintah ㅤ(PP) ㅤNomor ㅤ60 

ㅤTahun ㅤ2008 ㅤtentang ㅤSistem 

ㅤPengendalian ㅤInternal ㅤPemerintah 

ㅤ(SPIP) ㅤPasal ㅤ1 ㅤAyat ㅤ1. ㅤDalam ㅤPP 

ㅤSPIP ㅤpengendalian ㅤinternal 

ㅤmerupakan ㅤproses ㅤyang ㅤintegral 

ㅤpada ㅤtindakan ㅤdan ㅤkegiatan ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤterus ㅤmenerus ㅤoleh 

ㅤpimpinan ㅤdan ㅤseluruh ㅤpegawai 

ㅤuntuk ㅤmemberikan ㅤkeyakinan ㅤyang 

ㅤmemadai ㅤatas ㅤtercapainya ㅤtujuan 

ㅤorganisasi ㅤmelalui ㅤkegiatan ㅤyang 

ㅤefektif ㅤdan ㅤefisien, ㅤkeandalan 

ㅤpeloporan ㅤkeuangan, ㅤpengamanan 

ㅤaset ㅤnegara, ㅤdan ㅤketaatan ㅤterhadap 

ㅤperaturan ㅤperundang-undangan. 

Semakin ㅤbaik ㅤsistem 

ㅤpengendalian ㅤinternal ㅤdalam ㅤsatu 

ㅤentitas ㅤmaka ㅤakan ㅤdapat 

ㅤmeminimalisir ㅤterjadinya ㅤfraud. 

ㅤTeori ㅤini ㅤdidukung ㅤdengan ㅤhasil 

ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤDidi 

ㅤdan ㅤKusuma ㅤ(2018), ㅤWulandari ㅤdan 

ㅤSuryandari ㅤ(2016), ㅤFaisal ㅤ(2013), 

ㅤPristiyanti ㅤ(2012), ㅤyang 

ㅤmenghasilkan ㅤbahwa ㅤpengendalian 

ㅤinternal ㅤberpengaruh negatif 

ㅤterhadap ㅤfraud. 

H3 ㅤ: ㅤSistem ㅤpengendalian ㅤinternal 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

4. Pengaruh ㅤPenegakan ㅤPeraturan 

ㅤTerhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud). 

Penegakan ㅤperaturan ㅤadalah 

ㅤkegiatan ㅤmenserasikan ㅤhubungan 

ㅤnilai-nilai ㅤyang ㅤterjabarkan ㅤdalam 

ㅤkaidah-kaidah ㅤyang ㅤmantap ㅤdan 

ㅤpengejawantahan ㅤdari ㅤsikap ㅤatau 

ㅤtindakan ㅤsebagai ㅤpenjabaran ㅤnilai 

ㅤtahap ㅤakhir, ㅤuntuk ㅤmemelihara ㅤdan 

ㅤmempertahankan ㅤpergaulan ㅤhidup 

ㅤ(Soekanto, 2011). ㅤBila ㅤpenegakan  

ㅤperaturan ㅤdalam ㅤsuatu ㅤorganisasi 

ㅤatau ㅤinstansi ㅤkurang ㅤefektif ㅤmaka 

ㅤhal ㅤini ㅤakan ㅤmemberikan ㅤpeluang 

ㅤbagi ㅤpegawai ㅤuntuk ㅤmelakukan 

ㅤpelanggaran ㅤyang ㅤdapat ㅤmengarah 

ㅤpada ㅤperilaku ㅤmenyimpang. ㅤNamun 

ㅤkebanyakan ㅤindividu ㅤtidak 

ㅤmematuhi ㅤperaturan ㅤwalaupun 

ㅤmereka ㅤsadar ㅤakan ㅤadanya ㅤperaturan 

ㅤtersebut ㅤsehingga ㅤperlu ㅤadanya 
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ㅤkesadaran. ㅤKesadaran ㅤindividu ㅤakan 

ㅤmuncul ㅤapabala ㅤpenegakan 

ㅤperaturan ㅤberjalan ㅤdengan 

ㅤsemestinya. 

Dapat ㅤdisimpulkan ㅤbahwa 

ㅤdengan ㅤsemakin ㅤtegaknya 

ㅤpenegakan ㅤperaturan ㅤdalam ㅤsuatu 

ㅤinstansi, ㅤmaka ㅤakan ㅤsemakin ㅤrendah 

ㅤpula ㅤkecurangan ㅤ(fraud) ㅤterjadi. ㅤHal 

ㅤini ㅤdidukung ㅤoleh ㅤhasil ㅤpenelitian 

ㅤDidi ㅤdan ㅤKusuma ㅤ(2018) ㅤdan 

ㅤNajahningrum ㅤ(2013) ㅤbahwa 

ㅤpenegakan ㅤperaturan ㅤberpengaruh 

ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤfraud. ㅤ 

H4 ㅤ: ㅤPenegakan ㅤperaturan 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

5. Pengaruh ㅤKomitmen ㅤOrganisasi 

ㅤTerhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud). 

Menurut ㅤColquit ㅤet ㅤal ㅤ(2009) 

ㅤkomitmen ㅤorganisasi ㅤadalah 

ㅤkeputusan ㅤdari ㅤsebagian ㅤanggota 

ㅤuntuk ㅤtetap ㅤmenjadi ㅤanggota 

ㅤorganisasi. ㅤPegawai ㅤyang ㅤmemiliki 

ㅤkomitmen ㅤyang ㅤtinngi ㅤterhadap 

ㅤorganisasi ㅤmaka ㅤtelah ㅤmemahami 

ㅤbahwa ㅤketika ㅤbekerja ㅤtujuannya 

ㅤadalah ㅤkepentingan ㅤorganisasi 

ㅤbukan ㅤuntuk ㅤkepentingan ㅤdirinya 

ㅤsendiri. ㅤKecurangan ㅤsering 

ㅤberkaitan ㅤdengan ㅤpelanggaran ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤpegawai. ㅤSemakin 

ㅤtinggi ㅤkomitmen ㅤpegawai ㅤterhadap 

ㅤorganisasi ㅤmaka ㅤakan ㅤmenekan 

ㅤterjadinya ㅤtindakan ㅤkecurangan 

ㅤpada ㅤorganisasi ㅤtersebut. ㅤTeori ㅤini 

ㅤsesuai ㅤdengan ㅤpenelitian 

ㅤNajahningrum ㅤ(2013), ㅤFaisal 

ㅤ(2013), ㅤPristiyanti ㅤ(2012), ㅤAdinda 

ㅤdan ㅤIkhsan ㅤ(2015) ㅤmenunjukkan 

ㅤbahwa ㅤkomitmen ㅤorganisasi 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤfraud. 

H5 ㅤ: ㅤKomitmen ㅤorganisasi 

ㅤberpengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

6. Pengaruh ㅤBudaya ㅤOrganisasi 

ㅤTerhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud). 

Iklim ㅤbudaya ㅤyang ㅤbaik 

ㅤdalam ㅤsuatu ㅤorganisasi 

ㅤakanㅤmenciptakan ㅤperilaku ㅤyang 

ㅤbaik ㅤpula ㅤpada ㅤsetiap ㅤorang ㅤyang 

ㅤada ㅤdalam ㅤlingkungan ㅤtersebut. 

ㅤJika ㅤdalam ㅤsuatu ㅤinstansi ㅤtindakan 

ㅤkecurangan ㅤmerupakan ㅤhal ㅤyang 

ㅤwajar ㅤterjadi ㅤmaka ㅤakan 

ㅤmerasionalisasi ㅤtindakan ㅤtersebut 

ㅤsebagai ㅤtindakan ㅤyang ㅤwajar ㅤatau 

ㅤbiasa ㅤterjadi. ㅤNamun ㅤsebaliknya, 

ㅤjika ㅤdalam ㅤsuatu ㅤinstansi ㅤtertanam 

ㅤnilai-nilai ㅤbahwa ㅤkecurangan 

ㅤmerupakan ㅤtindakan ㅤyang ㅤtidak 

ㅤbaik ㅤdan ㅤmerugikan ㅤberbagai ㅤpihak 

ㅤmaka ㅤpegawai ㅤtidak ㅤakan 

ㅤmelakukan ㅤtindakan ㅤkecurangan 

ㅤ(fraud). 

Dapat ㅤditarik ㅤkesimpulan 

ㅤbahwa ㅤsemakin ㅤtinggi ㅤpersepsi 

ㅤpegawai ㅤterhadap ㅤbudaya ㅤorganisasi 

ㅤakan ㅤdapat ㅤmenekan ㅤterjadinya 

ㅤfraud. ㅤTeori ㅤini ㅤsesuai ㅤdengan ㅤhasil 

ㅤpenelitian ㅤPristiyanti ㅤ(2012) ㅤyang 

ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤbudaya 

ㅤorganisasi ㅤberpengaruh ㅤnegatif 

ㅤterhadap ㅤfraud. ㅤ 
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H6 ㅤ: ㅤBudaya ㅤorganisasi 

ㅤbepengaruh ㅤnegatif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

7. Pengaruh ㅤAsimetri ㅤInformasi 

ㅤTerhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud). 

Asimetri ㅤinformasi 

ㅤmerupakan ㅤkeadaan ㅤdimana 

ㅤterjadinya ㅤketidakselarasan 

ㅤinformasi ㅤantara ㅤpihak ㅤprincipal ㅤdan 

ㅤagent ㅤ(Wilopo, 2006). ㅤDalam 

ㅤlingkup ㅤsuatu ㅤentitas ㅤperusahaan 

ㅤyang ㅤmenjadi ㅤpihak ㅤpengguna 

ㅤinformasi ㅤmerupakan ㅤmasyarakat. 

ㅤKarena ㅤpihak ㅤDinas ㅤPemerintah 

ㅤmerupakan ㅤpihak ㅤpengelola ㅤdana 

ㅤAPBN ㅤyang ㅤsebagian ㅤbesar ㅤberasal 

ㅤdari masyarakat.ㅤ 

Pertanggungjawaban ㅤSKPD 

ㅤkepada ㅤmasyarakat ㅤdisajikan ㅤdalam 

ㅤbentuk ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤrealisasi 

ㅤAPBD. ㅤJika ㅤmasyarakat ㅤtidak 

ㅤmengetahui ㅤtransaksi ㅤapa ㅤsaja ㅤyang 

ㅤmempengaruhi ㅤlaporan ㅤtersebut 

ㅤsecara ㅤdetail ㅤmaka ㅤkemungkinan 

ㅤpenyaji ㅤlaopran ㅤakan ㅤmelakukan 

ㅤtindakan ㅤmanipulasi ㅤlaporan. 

Penelitian ㅤyang ㅤdilakukan 

ㅤoleh ㅤWulandari ㅤdan ㅤSuryandari 

ㅤ(2016) ㅤdan ㅤNajahningrum ㅤ(2013) 

ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤasimetri 

ㅤinformasi ㅤberpengaruh ㅤpositif 

ㅤterhadap ㅤkecurangan. ㅤSemakin 

ㅤtinggi ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤyang 

ㅤterjadi ㅤantara ㅤpihak ㅤpengelola ㅤdan 

ㅤpihak ㅤpengguna ㅤlaporan ㅤkeuangan, 

ㅤterjadinya ㅤkecurangan ㅤakan ㅤsemakin 

ㅤtinggi. 

H7 ㅤ: ㅤAsimetri ㅤinformasi 

ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

 

Kerangka Pemikiran 

 
Metode Penelitian 

Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dimana data 

yang digunakan adalah data primer.  

 

Populasi 

Dalam ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤpopulasinya ㅤadalah ㅤseluruh ㅤDinas 

ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah ㅤyang 

ㅤberjumlah ㅤ22 ㅤdinas.  

Sampel 

Sampel ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤadalah ㅤpegawai ㅤnegeri ㅤsipil ㅤ(PNS) 

ㅤyang ㅤbekerja ㅤpada ㅤbagian ㅤsubbag 

ㅤkeuangan ㅤpada ㅤDinas ㅤProvinsi ㅤJawa 

ㅤTengah. 

Sumber dan Jenis Data 
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Data primer adalah data yang 

langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau 

obyek penelitian (Bungin, 2005). 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dengan 

pengiriman kuesioner kepada para 

responden dalam hal ini para pegawai 

negeri sipil pada subbag keuangan 

yang berada di Dinas Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode ㅤpengumpulan ㅤdata 

ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤdengan 

ㅤmengunakan ㅤmetode ㅤangket. ㅤDalam 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤmenggunakan ㅤangket 

ㅤyang ㅤberisi ㅤpertanyaan-pertanyaan 

ㅤyang ㅤdisertai ㅤsejumlah ㅤalternatif 

ㅤjawaban ㅤyang ㅤsudah ㅤdisediakan 

ㅤdengan ㅤmemberikan ㅤtanda ㅤsilang 

ㅤ(X) ㅤpada ㅤjawaban ㅤyang ㅤtelah 

ㅤdisediakan. ㅤPenelitian ㅤini ㅤakan 

ㅤmenggunakan ㅤskala ㅤLikert ㅤ1-5 

ㅤdengan ㅤrincian ㅤsebagai ㅤberikut ㅤ: 

1 ㅤ= ㅤsangat ㅤtidak ㅤsetuju 

 2 ㅤ= ㅤtidak ㅤsetuju 

 3 ㅤ= ㅤnetral 

 4 ㅤ= ㅤsetuju 

5 ㅤ= ㅤsangat ㅤsetuju 

Variabel dan Indikator 

1. Kecurangan ㅤ(Fraud) 

Pengukuran ㅤvariabel ㅤini 

ㅤdengan ㅤmenggunakan ㅤ9 ㅤitem 

ㅤpertanyaan ㅤyang ㅤdikembangkan ㅤdari 

ㅤAssociation ㅤof ㅤCertified ㅤFraud 

ㅤExaminations ㅤ(ACFE) ㅤdalam 

ㅤNajahningrum ㅤ(2013) yang terdiri 

atas kecurangan pelaporan, 

penyalahgunaan aset, dan korupsi. 

Setiap indikator diukur dengan 3 item 

pertanyaan. 

2. Keadilan ㅤDistributif 

ㅤPengukuran ㅤvariabel ㅤini 

menggunakan ㅤ3 ㅤitem ㅤpertanyaan 

yang ㅤdikembangan ㅤdari ㅤ(Pristiyanti, 

2012) yang terdiri dari kompensasi 

usaha, kompensasi pekerja, dan 

kompensasi kinerja. 

 

3. Keadilan ㅤProsedural 

ㅤPengukuran ㅤvariabel ㅤini 

menggunakan ㅤinstrumen ㅤyang 

dikembangkan ㅤoleh ㅤColquitt ㅤyang 

terdiri ㅤdari ㅤ5 ㅤitem ㅤpertanyaan ㅤyang 

terdiri atas kriteria, konsisten, tanpa 

kepentingan tertentu, akurat, dan 

sesuai etika dan dtandar moral dalam 

prosedur penggajian & kompensasi. 

4. Sitem ㅤPengendalian ㅤInternal 

Instrument ㅤyang ㅤdigunakan 

ㅤdalam ㅤmenukur ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤdikembangkan ㅤdari ㅤPP ㅤNomor ㅤ60 

ㅤTahun ㅤ2008 ㅤtentang ㅤSistem 

ㅤPengendalian ㅤInternal ㅤPemerintah 

ㅤyang ㅤterdiri ㅤdari ㅤ5 ㅤitem ㅤpertanyaan 

diantaranya adalah lingkungan 

pengandalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pengawasan.  

5. Penegakan Peraturan 

ㅤVariabel ㅤini ㅤdiukur ㅤdengan 

ㅤmengadopsi ㅤinstrumen ㅤyang 

ㅤdigunakan ㅤoleh ㅤFaisal ㅤ(2013) yaitu 

ketaatan terhadap hukum, proses 

penegakan hukum, peraturan 
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organisasi, disiplin kerja, dan 

tanggung jawab. 

6. Komitmen Organisasi 

Pengukuran variabel ini 

menggunakan instrumen dalam 

Pristiyanti (2012) yang terdiri atas 8 

item yaitu bekerja melalui target, 

mengembangkan organisasi pada 

orang lain, menerima semua tugas, 

keasamaan nilai, bangga menjadi 

bagian dari organisasi, organisasi 

merupakan isnpirasi, gembira 

memilih bekerja pada organisasi, dan 

peduli pada nasib organisasi. 

7. Budaya Organisasi 

ㅤPengukuran ㅤdilakukan 

ㅤmenggunakan ㅤinstrumen ㅤyang 

ㅤdikembangkan ㅤoleh ㅤRobins ㅤ(2008) 

ㅤyang ㅤterdiri ㅤdari ㅤ5 ㅤitem ㅤpertanyaan 

yaitu model peran yang visible 

komunikasi harapan etis, pelatihan 

etis, hukuman bagi tindakan etis, dan 

mekanisme perlindungan etika. 

7. Asimetri ㅤInformasi 

Instrumen ㅤyang ㅤdigunakan 

ㅤuntuk ㅤmengukur ㅤasimetri ㅤinformasi 

ㅤterdiri ㅤatas ㅤ6 ㅤitem ㅤpertanyaan ㅤyang 

ㅤterdapat ㅤdalam ㅤWilopo ㅤ(2006) yaitu 

penyaji mempunyai informasi yang 

lebih banyak, lebih mengenal 

hubungan input output, lebih 

mengetahui yang dapat dicapai, lebih 

mengenal teknis pekerjaan, lebih 

mengetahui faktor eksternal, lebih 

mengetahui potensi kerja. 

Model Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 

model regresi linier berganda untuk 

menguji pengaruh keadilan 

distributif, keadilan prosedural, 

sistem pengendalian internal, 

penegakan peraturan, komitmen 

organisasi, budaya organisasi dan 

asimetri informasi terhadap 

kecurangan (fraud). Penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut  

Y= ㅤα ㅤ+ ㅤβ1KD ㅤ+ ㅤβ2KP+ ㅤβ3SPI ㅤ+ 

ㅤβ4PP ㅤ+ ㅤβ5KO ㅤ+ ㅤβ6BO ㅤ+ ㅤβ7AI ㅤ+ ㅤe 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tabel 1 menyajikan hasil dari 

statistik deskriptif. Hasil statisktik 

deskriptif menunjukkan bahwa nilai 

standar deviasi lebih kecil dari nilai 

rata-rata (mean) sehingga semakin 

ㅤkecil ㅤhasil ㅤstandar ㅤdeviasi ㅤmaka 

ㅤakan ㅤsemakin ㅤbagus ㅤkarena ㅤsemakin 

ㅤkecil ㅤhasil ㅤstandar ㅤdeviasi ㅤyang 

ㅤdihasilkan ㅤmaka ㅤakan ㅤmenunjukkan 

ㅤdata-dataㅤyangㅤdihasilkan berkumpul 

ㅤdisekitar ㅤrata-rata ㅤhitungnya. 

 

Masukkan Tabel 1 disini  

 

Tabel 2 menyajikan hasil hasil 

pengujian validitas. Berdasarkan 

Tabel 2 menunjukkan bahwa ㅤseluruh 

ㅤitem ㅤpertanyaan ㅤyang digunakan 

ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini ㅤvalid, hal ㅤini 

ㅤdapat ㅤdilihat ㅤpada ㅤnilai ㅤdari masing-

masing ㅤitem ㅤpertanyaan yang 

memiliki ㅤnilai ㅤtotal ㅤkonstruk ㅤkurang 

dari ㅤ0,05. 

 

Masukkan Tabel 2 disini 
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Tabel 3 menyajikan hasil dari 

uji reliabiltas. Berdasarkan Tabel 3 

menunjukkan bahwa bahwa ㅤindikator 

pertanyaan ㅤdalam ㅤkuesioner ㅤini 

reliabel ㅤkarena ㅤmemiliki ㅤnilai 

cronbach’s ㅤalpha ㅤlebih ㅤbesar ㅤdari 

0,60. 

 

Masukkan Tabel 3 disini 

 

Tabel 4 menyajikan hasil dari 

uji normalitas. Berdasarkan Tabel 4 

menunjukanㅤbahwa ㅤnilai ㅤKolmogrov 

Smirnov ㅤuntuk ㅤpersamaan ㅤregresi 

nilai ㅤsignifikansi ㅤyang ㅤdihasilkan ㅤ> 

0,05 ㅤyaitu ㅤsebesar ㅤ0,200. ㅤHal ㅤini 

menunjukkan ㅤbahwa ㅤdata ㅤdalam 

penelitian ㅤini ㅤberdistribusi ㅤnormal. 

Guna ㅤlebih ㅤmemastikan ㅤbahwa ㅤdata 

bersidtribusi ㅤnormal ㅤmaka ㅤdigunakan 

uji ㅤp-plot.   Berdasarkan Gambar 2 

memperlihatkan ㅤpenyebaran ㅤdata 

ㅤyang ㅤberada ㅤdisekitas ㅤgaris ㅤdiagonal 

ㅤdan ㅤmengikuti ㅤarah ㅤgaris ㅤdiagonal, 

ㅤini ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤmodel 

ㅤregresi ㅤtelah ㅤmemenuhi ㅤasumsi 

ㅤnormalitas. 

Masukkan Tabel 4 dan Gambar 2 

disini 

 Tabel 5 menyajikan hasil dari 

pengujian multikolinearitas. 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan 

bahwa tolerance ㅤmasing-masing 

ㅤvariabel ㅤbebas ㅤ> ㅤ0,10 dan hasil 

ㅤperhitungan ㅤVIF ㅤjuga ㅤmenunjukkan 

ㅤbahwa ㅤnilai ㅤVIF ㅤmasing-masing 

ㅤvariabel ㅤbebas ㅤ< ㅤ10 makaㅤmodel 

ㅤpersamaan ㅤregresi ㅤterbebas ㅤdari 

ㅤmasalah ㅤmultikolinearitas ㅤdan ㅤdapat 

ㅤdigunakan ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini. 

Masukkan Tabel 5 disini 

Tabel 6 menyajikan hasil dari 

pengujian heteroskedastisitas. 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan 

bahwa ㅤmasing-masing  variabel 

ㅤindependen ㅤmemiliki ㅤnilai 

probabilitas ㅤlebih ㅤbesar ㅤdari ㅤ0,05 

sehinggaㅤmodel ㅤregresi ㅤtidak ㅤterjadi 

heteroskedastisitas. Serta pada 

Gambar 3 ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤdata 

tersebar ㅤdiatas ㅤdan ㅤdibawah ㅤangka ㅤ0 

(nol) ㅤpada ㅤsumbu ㅤY ㅤdan ㅤtidak 

terdapat ㅤsuatu ㅤpola ㅤyang ㅤjelas ㅤpada 

penyebaran ㅤdata ㅤtersebut sehingga 

menunjukkan ㅤbahwa ㅤtidak ㅤterjadi 

heteroskedastisitas ㅤpada ㅤmodel 

persamaan ㅤregresi. 

Masukkan Tabel 6 dan Gambar 3 

disini 

Tabel 7 menyajikan hasil dari 

regresi linier berganda. Nilai F pada 

tabel 7 sebesar 0,000. Hasil ini 

menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas 0,000 < 0,05 artinya 

variabel indepnden secara 

berpengaruh simultan / bersama 

samaterhadap varaibel indepnden. 

Masukkan Tabel 7 disini 

Pengaruh ㅤKeadilan ㅤDistributif 

Terhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud) 

Berdasarkan ㅤhasil ㅤpengujian 

ㅤmendapatkan ㅤhasil ㅤbahwa ㅤkeadilan 

ㅤdistributif ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤtidak 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkecurangan 
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ㅤditunjukkan ㅤdengan ㅤnilai 

ㅤprobabilitas ㅤsebesar ㅤ0,878 ㅤ> ㅤ0,05  

ㅤserta ㅤnilai ㅤkoefisien ㅤregresi 

ㅤmempunyai ㅤnilai ㅤpositif ㅤsebesar 

ㅤ0,033. ㅤArtinya ㅤkeadilan ㅤdistributif 

ㅤyang ㅤtinggi ㅤpada ㅤorganisasi ㅤbelum 

ㅤdapat ㅤmenjamin ㅤdapat ㅤmenekan 

ㅤkecurangan. 

Hal ini terjadi karena terdapat 

kemungkinan bahwa penghargaan 

yang diterima tidak sesuai dengan apa 

yang telah diberikan pada tempatnya 

bekerja selain itu juga kompleksnya 

pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai karena menangani seluruh 

dinas kota dan kabupaten yang 

cakupannya luas serta 

pertanggungjawaban langsung pada 

gubernur sehingga harus teliti 

sementara insentif yang diterima 

setara dengan orang yang bekerja di 

dinas kabupaten maupun kota.  

Hasil ㅤpenelitian ㅤini ㅤini 

ㅤsejalan ㅤdengan ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤDidi ㅤdan ㅤKusuma 

ㅤ(2018) ㅤserta ㅤWulandari ㅤdan 

ㅤSuyandari ㅤ(2016) ㅤyang ㅤmenyatakan 

ㅤbahwa ㅤtidak ㅤterdapat ㅤpengaruh 

ㅤkeadilan ㅤdistributif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). ㅤnamun 

ㅤpenenelitian ㅤini ㅤtidak ㅤsejalan ㅤdengan 

ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh 

ㅤAdinda ㅤdan ㅤIkhsan ㅤ(2015) ㅤyang 

ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkeadilan 

ㅤdistributif ㅤberpengaruh ㅤpositif 

ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤ(fraud). 

Pengaruh ㅤKeadilan ㅤProsedural 

Terhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud) 

Berdasarkan ㅤhasil ㅤpengujian 

ㅤmendapatkan ㅤhasil ㅤbahwa ㅤkeadilan 

ㅤprosedural ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤtidak 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkecurangan 

ㅤditunjukkan ㅤdengan ㅤnilai 

ㅤprobabilitas ㅤsebesar ㅤ0,246 ㅤ> ㅤ0,05  

ㅤserta ㅤnilai ㅤkoefisien ㅤregresi 

ㅤmempunyai ㅤnilai ㅤpositif ㅤsebesar 

ㅤ0,151. ㅤArtinya ㅤkeadilan ㅤprosedural 

ㅤyang ㅤtinggi ㅤpada ㅤorganisasi ㅤtidak 

ㅤmenjamin ㅤdapat ㅤmenekan 

ㅤkecurangan. 

Keadilan prosedural 

merupakan persepsi pegawai 

mengenai keadilan dalam penentuan 

prosedur pemberian kompensasi. 

Kompenasasi yang diterima oleh 

pegawai negeri sipil telah sesuai 

dengan aturan pemerintah dimana 

pemberian kompenasi berdasarkan 

pada golongan dan lamanya bekerja. 

Hal ini terjadi dikarenakan 

dalam pemberian remunerasi 

berdasarkan pada absensi yang 

dilakukan oleh pegawai yang 

memberikan nilai tambah pada hasil 

insentif selain itu juga dipengaruhi 

oleh loyalnya pegawai kepada 

pemimipin serta pemberian tugas 

yang dilakukan pejabat pada pegawai 

terselesaikan dengan baik. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Didi 

dan Kusuma (2018), Wulandari dan 

Suyandari (2016), dan Wilopo (2006) 

yang menyatakan bahwa keadilan 
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prosedural tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan (fraud).  

Pengaruh Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Kecurangan 

(Fraud) 

 Berdasarkan hasil pengujian 

mendapatkan hasil bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kecurangan ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,010 > 0,05 serta 

nilai koefisien regresi mempunyai 

nilai positif sebesar 0,464. Artinya 

sistem pengendalian yang tinggi pada 

organisasi meningkatkan kecurangan 

yang terjadi.  

 Dengan kekuasaan yang 

dimiliki oleh pegawai maka dapat 

melakukan tindakan kecurangan 

tanpa memperhatikan prosedur yang 

ada dalam instansi. Meskipun sistem 

pengendalian internal sudah efektif 

diterapkan dalam instansi kecurangan 

masih dapat terjadi karena terdapat 

perilaku pegawai yang melenceng, 

adanya tuntutan, serta lingkungan.  

 Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Didi dan Kusuma (2018), Faisal 

(2013), serta Adinda dan Ikhsan 

(2015) yang menyatakan bahwa 

sistem pengendalian internal yang 

efektif dapat mengurangi terjadinya 

tindakan kecurangan. 

Pengaruh Penegakan Peraturan 

Terhadap Kecurangan (Fraud) 

 Berdasarkan hasil pengujian 

mendapatkan hasil bahwa penegakan 

peraturan berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kecurangan 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,806 > 0,05 serta nilai 

koefisien regresi mempunyai nilai 

negatif sebesar 0,464. Artinya 

tingginya penegakan peraturan belum 

tentu dapat menekan terjadinya 

kecurangan. 

 Hal ini dapat disebabkan 

karena dalam penegakan peraturan 

pejabat tebang pilih pada pegawai 

sehingga pegawai akan tetap dapat 

melakukan kecurangan. Dengan 

adanya pilih kasih dalam penegakan 

maka pegawai merasa tidak puas dan 

keadilan distributif serta keadilan 

prosedural merasa dicederai. Dengan 

pejabat lamban menangani masalah 

penegakan peraturan maka pegawai 

tidak khawatir dengan sanksi yang 

diberikan. 

Penelitian ㅤini ㅤtidak ㅤsejalan 

ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan 

ㅤoleh ㅤDidi ㅤdan ㅤKusuma ㅤ(2018) ㅤyang 

ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤpenegakan 

ㅤperaturan ㅤberpengaruh ㅤnegatif 

ㅤterhadap ㅤkecurangan. ㅤNamun 

ㅤsejalan ㅤdengan ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤWulandari ㅤdan 

ㅤSuryandari ㅤ(2016) ㅤserta ㅤAdinda ㅤdan 

ㅤIkhsan ㅤ(2015) ㅤyang ㅤmenyatakan 

ㅤbahwa ㅤtidak ㅤterdapat ㅤpengaruh 

ㅤantara ㅤpenegakan ㅤperaturan ㅤdengan 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud). ㅤ 
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Pengaruh ㅤKomitmen ㅤOrganisasi 

Terhadap ㅤKecurangan ㅤ(Fraud) 

 Berdasarkan ㅤhasil ㅤpengujian 

ㅤmendapatkan ㅤhasil ㅤbahwa ㅤkomitmen 

ㅤorganisasi ㅤberpengaruh ㅤpositif 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤkecurangan 

ㅤditunjukkan ㅤdengan ㅤnilai 

ㅤprobabilitas ㅤsebesar ㅤ0,005 ㅤ< ㅤ0,05  

ㅤserta ㅤnilai ㅤkoefisien ㅤregresi 

ㅤmempunyai ㅤnilai ㅤpositif ㅤsebesar 

ㅤ0,464. ㅤArtinya ㅤtingginya ㅤkomitmen 

ㅤorganisasi ㅤpada ㅤorganisasi 

ㅤmeningkatkan ㅤkecurangan ㅤyang 

ㅤterjadi. ㅤ 

  Adanya kemungkinan bahwa 

pegawai berkomitmen hanya berdasar 

pada kepentingan dirinya sendiri (self 

interest) seperti pengakuan lebih atas 

pekerjaan yang dilakukan, ingin 

bergaya mewah oleh karenya 

tindakan kecurangan tetap terjadi. 

Selain itu juga dikarenakan 

ketidakpuasan pegawai yang 

berhubungan dengan perkerjaannya 

sehingga sehingga saat pegawai tidak 

nyaman, ia akan memutuskan untuk 

meninggalkan organisasi. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Didi 

dan Kusuma (2018), Adinda dan 

Ikhsan (2015), Faisal (2013), serta 

Pristiyanti (2012). 

Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kecurangan (Fraud) 

 Berdasarkan hasil pengujian 

mendapatkan hasil bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kecurangan 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,709 > 0,05 serta nilai 

koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,65. Artinya semakin 

tinggi budaya organisasi belum tentu 

dapat menekan terjadinya 

kecurangan. 

 Hal ini memungkinkan terjadi 

karena tingkah laku pegawai tidak 

hanya dipengaruhi oleh lingkungan 

luar namun juga berasal dari 

individunya. Lingkungan luar dapat 

berasal dari perilaku dan pengaruh 

orang terdekat, pengalaman, moral 

dan agama, sementara lingkungan 

organisasi berasal dari meniru 

perilaku teman di organisasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Didi 

dan Kususma (2018), Faisal (2012), 

dan Najahningrum (2013) yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi 

tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan (fraud). Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pristiyanti (2012) yang 

menyatakan bahwa budaya etis 

organisasi berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan.  

Pengaruh Asimetri Terhadap 

Kecurangan (Fraud) 

 Berdasarkan hasil pengujian 

mendapatkan hasil asimetri informasi 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kecurangan ditunjukkan 

dengan nilai probabilitas sebesar 

0,007 < 0,05 serta nilai koefisien 

regresi mempunyai nilai negatif 

sebesar -0,203. Artinya semakin 



Prosiding 
 KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 

Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 28 Oktober 2020 
ISSN. 2720-9687 

 
 

44 

 

tinggi asimetri maka dapat menekan 

terjadinya kecurangan. 

 

 Hal ini mungkin terjadi karena 

adanya tindakan kolusi dalam 

pemerintahan agar kebijakan atau 

program kerja yang dibuat dapat 

dijalankan, sehingga ketidak 

seimbangan informasi dapat tertutupi 

dan kecurangan tidak terdeteksi. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Wilopo (2006), Najahningrum (2013) 

, dan Suryandari & Wulandari (2016) 

yang menyatakan bahwa dengan 

asimetri informasi yang tinggi maka 

kecurangan yang terjadi juga semakin 

tinggi.  

Kesimpulan 

Penelitian ㅤini ㅤbertujuan ㅤuntuk 

ㅤmengetahui ㅤpengaruh ㅤdari ㅤkeadilan 

ㅤdistributif, ㅤkeadilan ㅤprosedural, 

sistem ㅤpengendalian ㅤinternal, 

penegakan ㅤperaturan, ㅤkomitmen 

organisasi, ㅤbudaya ㅤorganisasi, ㅤdan 

asimetri ㅤinformasi ㅤterhadap 

kecurangan ㅤ(fraud) ㅤdi ㅤDinas 

ㅤProvinsi Jawa ㅤTengah. ㅤBerdasarkan 

ㅤdata ㅤyang ㅤtelah dikumpulkan ㅤdan 

ㅤhasil ㅤpengujian yang ㅤtelah ㅤdilakukan 

ㅤmaka ㅤdapat diambil ㅤkesimpulan 

ㅤbahwa keadilan distributif, 

keadilanprosedural, penegakan 

peraturan, dan   budaya organisasi  

tidak memiliki pengaruh terhadap 

kecurangan ㅤ(fraud) ㅤpada ㅤpegawai 

ㅤDinas ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah. 

Sementara sistem pengendalian 

internal, komitmen organisasi 

berpengaruh poitif terhadap 

kecurangan (fraud) pegawai Dinas 

Provinsi Jawa Tengah, dan asimetri 

informasi berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan (fraud) Dinas 

Provinsi Jawa Tengah. 

Implikasi 

Implikasi ㅤdari ㅤhasil ㅤpenelitian 

ㅤini ㅤmencakup ㅤdua ㅤhal ㅤyaitu 

ㅤimplikasi ㅤteoritis ㅤdan ㅤpraktis. ㅤSecara 

ㅤteoritis ㅤpenelitin ㅤini ㅤmemberikan 

ㅤbukti ㅤbahwa ㅤsistem ㅤpengendalian 

ㅤinternal ㅤdan ㅤkomitmen ㅤorganisasi 

ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap 

ㅤkecurangan ㅤ(fraud), ㅤsedangkan 

ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤberpengaruh 

ㅤnegatif ㅤterhadap ㅤkecurangan ㅤ(fraud), 

ㅤdan ㅤkeadilan ㅤdistributif, ㅤkeadilan 

ㅤprosedural, ㅤpenegakan ㅤperaturan, 

ㅤbudaya ㅤorganisasi ㅤtidak ㅤmemiliki 

ㅤpengaruh ㅤterhadap ㅤkecurangan 

ㅤ(fraud). ㅤSecara ㅤpraktis, ㅤhasil 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤdapat ㅤdijadikan 

ㅤsebagai ㅤpertimbangan ㅤbagi ㅤDinas 

ㅤProvinsi ㅤJawa ㅤTengah ㅤuntuk 

ㅤmembuat ㅤkebijakan-kebijakan ㅤuntuk 

ㅤmengurangi ㅤterjadinya ㅤdengan 

ㅤmeningkatkan ㅤpengawasan 

ㅤpelaksaan ㅤsistem ㅤpengendalian 

ㅤinternal, ㅤkomitmen ㅤorganisasi ㅤdan 

ㅤasimetri ㅤinformasi. 

Keterbatasan ㅤPenelitian 

Penelitian ㅤini ㅤmemiliki 

ㅤbeberapa ㅤketerbatasan ㅤyang ㅤdapat 

ㅤmenghambat ㅤhasil ㅤpenelitian 

ㅤdiantaranya ㅤyaitu 

1. Metode ㅤpengumpulan ㅤdata 

ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini 
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ㅤmenggunakan ㅤdata ㅤprimer ㅤyang 

ㅤberupa ㅤkuesioner ㅤyang ㅤtidak 

ㅤdilengkapi ㅤdengan ㅤwawancara 

ㅤkepadaㅤresponden. ㅤSehingga 

ㅤmemungkinkan ㅤjawaban ㅤyang 

ㅤdiberikan ㅤoleh ㅤresponden ㅤtidak 

ㅤmenggambarkan ㅤkeadaan ㅤyang 

ㅤsesungguhnya. 

2. Pemilihan ㅤsampel ㅤpada 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤhanya ㅤberfokus 

ㅤpada ㅤbidang ㅤkeungan ㅤsaja. 

Agenda ㅤPenelitian ㅤMendatang  
Diharapkan ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤdimasa ㅤmendatang ㅤdapat 

ㅤmenyajikan ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤyang 

ㅤlebih ㅤberkualitas ㅤdengan ㅤadanya 

ㅤmasukan ㅤmengenai ㅤ: 

1. Penelitian ㅤselanjutnya 

ㅤdiharapkan ㅤdapat ㅤmenambah 

ㅤvariabel ㅤpenelitian ㅤlain ㅤyang 

ㅤmempunyai ㅤpengaruh ㅤlebih 

ㅤkuat ㅤterhadap ㅤkecurangan 

ㅤ(fraud). 

2. Peneliti ㅤselanjutnya ㅤdiharapkan 

ㅤdapat ㅤmemperluas ㅤresponden 

ㅤpenelitian. ㅤKarena ㅤtindak 

ㅤkecurangan ㅤtidak ㅤhanya 

ㅤdilakukan ㅤpada ㅤsatu ㅤbagian ㅤsaja 

ㅤtetapi ㅤdapat ㅤpula ㅤdilakukan 

ㅤpada ㅤbagian ㅤlainnya. 

3. Penelitian ㅤini ㅤmasih ㅤterdapat 

ㅤkelemahan ㅤyakni ㅤterdapat 

ㅤbeberapa ㅤresponden ㅤyang 

ㅤmengisi ㅤkuesioner ㅤpenelitian 

ㅤtidak ㅤsesuai ㅤdengan ㅤkondisi 

ㅤyang ㅤsebenarnya ㅤsehingga ㅤdata 

ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤtidak 

ㅤmenggambarkan ㅤkeadaan ㅤyang 

ㅤsebenarnya, ㅤsehingga ㅤuntuk 

ㅤpenelitian ㅤselanjutnya  ㅤtidak 

ㅤhanya ㅤmenggunakan ㅤkuesioner 

ㅤnamun ㅤjuga ㅤmelakukan 

ㅤwawancara ㅤlangsung ㅤkepada 

ㅤresponden ㅤsecara ㅤtegas ㅤdan 

ㅤjelas ㅤagar ㅤmendapatkan ㅤdata 

ㅤyang ㅤlebih ㅤnyata. 
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LAMPIRAN 

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m 
Median Mean 

Std. 

Deviation 

Kecurangan 105 31 45 38,00 38,75 3,939 

Keadilan 

Distributif 

105 6 15 12,00 12,06 1,742 

Keadilan 

Prosedural 

105 13 25 20,00 19,92 2,817 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

105 17 25 21,00 21,46 2,434 

Penegakan 

Peraturan 

105 12 25 20,00 20,10 2,793 

Komitmen 

Organisasi 

105 23 40 32,00 32,08 3,887 

Budaya 

Organisasi 

105 13 25 20,00 20,01 2,633 

Asimetri 

Informasi 

105 11 30 22,00 21,03 3,948 

Valid N 

(listwise) 

105      

Sumber: Hasil olah data SPSS (2020)  

 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Sig(2tailed) Keterangan 

Kecurangan 0,000 Valid 

Keadilan Distributif 0,000 Valid 

Keadilan Prosedural 0,000 Valid 

Sistem Pengendalian Internal 0,000 Valid 

Penegakan Peraturan 0,000 Valid 

Komitmen Organisasi 0,000 Valid 

Budaya Organisasi 0,000 Valid 

Asimetri Informasi 0,000 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kecurangan 0,783 Reliabel 

Keadilan Distributif 0,931 Reliabel 

Keadilan Prosedural 0,815 Reliabel 

Sistem Pengendalian Internal 0,808 Reliabel 
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Penegakan Peraturan 0,772 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,843 Reliabel 

Budaya Organisasi 0,814 Reliabel 

Asimetri Informasi 0,842 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah (2020)  

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

Nilai Signifikansi Keterangan 

0, 200 Data berdistribusi normal 

Sumber: Data primer yang diolah (2020) 

 

Gambar 2 

 

Tabel 15 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Keadilan Distributif 0,578 1,731 

Keadilan Prosedural 0,602 1,660 

Sistem Pengendalian Internal 0,436 2,296 

Penegakan Peraturan 0,394 2,539 

Komitmen Organisasi 0,313 3,196 

Budaya Organisasi 0,379 2,638 

Asimetri Informasi 0,939 1,069 

a. Dependent Variable: Kecurangan 

Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Tabel 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,9 1,876  1,583 ,117 



Prosiding 
 KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 

Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 28 Oktober 2020 
ISSN. 2720-9687 

 
 

50 

 

69 

Keadilan Distributif ,165 ,123 ,177 1,348 ,181 

Keadilan Prosedural -,040 ,074 -,069 -,535 ,594 

Sistem Pengendalian 

Internal 

,058 ,101 ,087 ,573 ,568 

Penegakan Peraturan -,023 ,093 -,040 -,251 ,803 

Komitmen Organisasi -,053 ,075 -,127 -,711 ,479 

Budaya Organisasi -,019 ,100 -,030 -,186 ,853 

Asimetri Informasi -,030 ,043 -,072 -,702 ,484 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2020) 

Gambar 3 

 

Tabel 7  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 17,246 3,256  5,297 ,000 

Keadilan Distributif ,033 ,213 ,014 ,153 ,878 

Keadilan Prosedural ,151 ,129 ,108 1,167 ,246 

Sistem Pengendalian 

Internal 

,464 ,176 ,287 2,641 ,010 

Penegakan Peraturan -,040 ,161 -,028 -,246 ,806 

Komitmen Organisasi ,372 ,130 ,367 2,864 ,005 

Budaya Organisasi ,065 ,174 ,043 ,374 ,709 

Asimetri Informasi -,203 ,074 -,203 -2,747 ,007 

N 105 

F 13,981 

Sig 0,000 

 

 



Prosiding 
 KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 

Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang, 28 Oktober 2020 
ISSN. 2720-9687 

 
 

51 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Isti Khomah 

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 17 Mei 1998 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia    : 21 Tahun 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Status    : Belum Menikah 

Pendidikan Terakhir  : SMA Negeri 13 Semarang 

Alamat : Jalan Perkutut Raya Jatisari RT02 RW03 

Kelurahan Jatisari Kecamatan Mijen Kota    

Semarang                     

Email    : istikhomah177@gmail.com 

No. Hp    : 081215856942 

 


